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ABSTRACT 

Regional tax income collected by local governments is Regional Original Income 

(PAD). Restaurant tax is part of local taxes, the research objective is to analyze the 

effectiveness and contribution of restaurant taxes to local revenue and its effects which are 

moderated by the number of residents. The ratio of effectiveness and contribution is used in 

this study by looking at the target and realization of restaurant taxes on local revenue. 

Revenue from restaurant tax always increases every year in Bekasi Regency, which is a 

phenomenon that is used as a source of research. This research uses descriptive analysis 

method, hypothesis testing is done partially and moderately. The study population is a sample 

of research with 2013-2017 research data. The research results show that there is a partial 

effect of the effectiveness and contribution of restaurant taxes on local revenue, while the 

population has no effect on local revenue. The moderation test shows that the total 

population is not a moderating variable between the effectiveness and contribution of 

restaurant taxes to local revenue, this shows that the population cannot strengthen the effect 

of the effectiveness and contribution of local taxes to local revenue. 

 

Keywords: Effectiveness, contribution, restaurant tax, total population, locally-generated 

revenues. 

ABSTRAK 

Penghasilan pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah merupakan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Pajak restoran merupakan bagian dari pajak daerah, tujuan riset adalah 

untuk menganalisa efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah 

dan pengaruhnya yang dimoderasi oleh jumlah penduduk. Rasio efektivitas dan kontribusi 

digunakan dalam penelitian ini dengan melihat sasaran dan realisasi pajak restoran terhadap 

pendapatan asli daerah.Pendapatan dari pajak restoran selalu mengalami kenaikan setiap 

tahunnya di Kabupaten Bekasi menjadi fenomena yang dijadikan sebagai sumber penelitian. 

Penelitian ini mengguakan metode analisis deskriptif, uji hipotesis dilakukan secara parsial 

dan moderasi. Populasi penelitian merupakan sampel penelitian dengan data penelitian tahun 

2013-2017. Hasil riset menunjukkan bahwa terdapat pengaruh efektivitas dan kontribusi 

pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah secara parsial, sedangkan jumlah penduduk 

tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Uji moderasi menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk bukan merupakan variabel moderasi antara efektivitas dan kontribusi pajak 

restoran terhadap pendapatan asli daerah, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak 

dapat memperkuat pengaruh antara efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap 

pendapatan asli daerah. 

 

Kata kunci: Efektivitas, kontribusi, pajak restoran, jumlah penduduk, pendapatan asli 

daerah. 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan pemerintah daerah bersumber dari pemerintahan pusat, kebutuhan 

pembangunan daerah semakin dirasakan oleh daerah. Pemberlakuan otonomi daerah di 

Indonesia dimulai pada tahun 1999(Lamia, Saerang and Wokas, 2015). Otonomi daerah 

adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengelola sumber 

daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri, namun tetap berada 

dalam wilayah kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tulang punggung 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang 

ada diwilayahnya agar bisa diandalkan(Atteng, Saerang and Mawikere, 2016). 

Dana biaya pembangunan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Apabila PAD suatu daerah kuat, maka hal tersebut menjadi motivasi suksesnya pelaksanaan 

otonomi daerah sehingga kemandirian suatu daerah dapat terwujud(Mintahari and Lambey, 

2016). Tingkat kemandirian suatu daerah diukur oleh PAD,  pengeloaan PAD secara optimal 

merupakan wujud peningkatan penerimaan PAD (Baskara, Saifi and ZA, 2018). Daerah yang 

memiliki otonomi, diberikan kebebasan dalam mengelola pajaknya sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah undang-undang yang mengatur 

tentang peraturan daerah, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan disertai 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui peraturan tersebut, diharapkan 

kepada daerah dapat memungut pajak dengan memperhatikan jenis pajak dan kriteria yang 

ditetapkan (Chidyasari, 2017). 

Pajak Kabupaten atau Kota yang menjadi menjadi objek penelitian terutama mengenai 

pajak restoran. Perkembangan potensi pajak secara optimal di daerah Kabupaten Bekasi dapat 

meningkatkan citra daerah, sehingga terjadi peningkatan pada PAD yang pada akhirnya dapat 

digunalan untuk pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Adapun upaya 

peningkatan PAD melalui pajak daerah diantaranya adalah pajak restoran (Ayudi, 2017). 
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Pertumbuhan industri di provinsi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bekasi di tahun 

2019 ini meningkat dengan pesat, sehingga dalam memenuhi kebutuhan akomodasi dalam 

bidang makanan untuk para investor yang bertempat tinggal jauh dari rumah bahkan dari luar 

negeri, maka tingkat pertumbuhan restoran berbanding lurus dengan permintaan yang juga 

secara otomatis makin meningkat jumlah besaran pajak yang ditarik dari subyek pajak 

tersebut diatas yang berada di kawasan Kabupaten Bekasi (Widodo and Guritno, 2017).  

Pajak restoran memiliki kontribusi dalam meningkatkan PAD, namun demikian 

menurut potensi riil daerah setiap tahun, perbandingan tingkat pencapaian dengan target 

realisasi tidak selalu tercapai (Aslin, 2017). Berikut adalah tabel target dan realisasi Pajak 

Restorandan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bekasi  tahun 2013-2017. 

Tabel 1 

Pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013-2017 

 

Berdasarkan tabel 1, Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Bekasi dari tahun 2013 

sampai dengan tahun 2017 telah memenuhi target yang ditentukan. Naik turunnya Pajak 

Restoran selalu diiringi oleh PAD, hal ini dikarenakan Pajak Restoran merupakan sumber 

PAD Kabupaten Bekasi. Adanya peningkatan penerimaan Pajak Restoran ini diakibatkan 

karena diberlakukannya pembayaran pajak dengan sistem online. Selisih sebanyak Rp 30 

miliar terdapat pada pendapatan pajak triwulan I tahun 2017 dan 2018. Sebelum 

menggunakan sistem online, pengusaha kesulitan untuk membayar pajak. Namun Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi mencatat pajak yang tertunggak dari 

restoran dan hotel di 2017 mencapai sekitar Rp2 miliar (Kusumawardhani B. K., 2018).  
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Pajak restoran memberikan peran terhadap PAD kabupaten Bekasi sebagai bagian 

dari pajak daerah yang berkontribusi dalam penerimaan pajak kabupaten Bekasi. Penerimaan 

perpajakan mempunyai peranan  dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak memberikan sumbangan yang 

sangat berarti dalam penyediaan sumber dana bagi pembiayaan berbagai program 

penanggulangan krisis ekonomi (Saputra, 2018).  

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Bekasi tidak terlepas pada banyaknya jumlah 

penduduk. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bekasi selama 5 (lima) tahun terakhir 

mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari data pertumbuhan penduduk kabupaten 

Bekasi (bekasikab.bps.go.id, 2019) yang  menunjukkan peningkatan jumlah penduduk setiap 

tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah penduduk di kabupaten Bekasi sebanyak 3.122.698 jiwa 

dan tahun 2017 sebanyak 3.500.023 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk diharapkan dapat 

meningkatkan jumlah PAD (Sukirno, 2003). Berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pajak restoran terhadap PAD, 

dan pengaruh jumlah penduduk sebagai variabel moderasi antara pajak restoran dan PAD. 

 

LANDASAN TEORI 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Peran Pendapatan Asli Daerahcukup besar dalam rencana peningkatan kemandirian 

pemerintah daerah agar tidak selalu bergantung pada bantuan/subsidi dari pemerintah pusat. 

Usaha peningkatan PAD berpangkal pada kapasitas administrasi perpajakan 

daerah.Berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

terdiri dari “(1) Pajak Daerah, (2) Retribusidaerah, (3) Hasil kekayaan daerah yang 

dipisahkan, (4) Pendapatan Asli Daerah lainnya(meliputi hasil penjualan kekayaan daerah 

yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah 
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terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah)”(Riastini, Sinarwati and Dia 

(Saputra, 2018)tmika, 2015). 

Dana perimbangan pusat menjadi sumber terbesar dalam penerimaan daerah. Sehingga, 

sumber PAD khususnya penerimaan sektor pajak daerah senantiasa harus diarahkan kepada 

fungsi pajak yaitu fungsi budgetair yaitu pajak yang dipungut berorientasi pada pendapatan 

uang untuk kas daerah, fungsi reguleren: yaitu untuk mengatur ketertiban masyarakar, agar 

patuh dan sadar terhadap kewajiban untuk membayar pajak. Kemandirian daerah merupakan 

tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Secara 

teoritis PAD dapat dijadikan tolak ukur pengakuan kemandirian daerah berdasarkan UU No. 

33 Tahun 2004, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah,hasil pengelolahan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 

 

Pajak Restoran 

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 38 Tahun 2001 Tentang Pajak Restoran 

bahwa yang dimaksud dengan Pajak Restoran yaitu pungutan daerah atas setiap pelayanan 

yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran. Dasar hukum pemungutan pajak restoran 

Kabupaten/Kota yaitu, “(1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak 

Restoran; (2) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai 

aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota 

dimaksud”. 

Objek pajak menurut Perda Kabupaten Bekasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2001 

adalah “setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, termasuk rumah 

makan, cafe, bar dan sejenisnya. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud 

meliputi penjualan makanan dan/atau minuman di restoran, termasuk penyediaan penjualan 
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makanan dan/atau minuman yang diantar atau dibawa pulang”. Pembayaran kepada restoran 

oleh orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak restoran. Sedangkan wajib pajak 

restoran adalah pengusaha restoran. 

Efektivitas Pajak Restoran 

Efektivitas penerimaan pajak restoranmerupakan pengukuran antara sasaran atau target 

penerimaan hasil pungutan dengan realisasi peneimaan hasil pungutan pajak. Sasaran awal 

menjadi patokan efektivitas pungutan pajak restoran (Masitoh, 2018). Jika sasaran lebih besar 

dari realisasi maka dapat dikatakan pungutan pajak efektif, begitupula sebaliknya. Gambaran 

outcome suatu program untuk mencapai tujuan menjadi indikator efektivitas. 

Perhitungan efektivitas Pajak Restoran membandingkan Realisasi Penerimaan Pajak 

Restoran terhadap Target Pajak Restoran (Mentari & Rahayu, 2015), (Nurlaela & Dewi, 

2018), (Riastini, Sinarwati, & Diatmika, 2017), sebagai berikut: 

Efektivitas Pajak Restoran=
Realisasi  Pajak Restoran

Target  pajak Restoran
 x 100% 

 

Kriteria tingkat efektivitas menggunakan indikator sebagai berikut: 

Tabel 2 

 Kriteria Penilaian Efektivitas 

 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri (Widodo and Guritno, 2017) 

 

Kontribusi Pajak Restoran 

Kontribusi dalam penelitian ini digambarkan melalui komparasi hasil nyata penerimaan 

Pajak Restorandan PAD pada periode tertentu. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD dapat 

dilihat dari besarnya hasil penerimaan Pajak Restoran, hal tersebut meanndakan bahwa 
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sumbangan pajak restiran semakin besar terhada PAD.(Aslin, 2017).Perhitungan dalam 

kontribusi pajak restoran yaitu dengan rasio antara Realisasi Penerimaan Pajak Restoran 

terhadap Realisasi Penerimaan PAD (Mentari & Rahayu, 2015), (Pangarepan, Karamoy, & 

Alexander, 2018), sebagai berikut: 

 

Kontribusi Pajak Restoran=
Realisasi Pajak Restoran

Realisasi  Penerimaan PAD
x 100% 

 

Tingkat kontribusi dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut:  

Tabel. 3 

 Kiteria Penilaian Kontribusi 

 
Sumber: Depdagri, Kepmendagri(Widodo and Guritno, 2017). 

 

Jumlah Penduduk 

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dirangsang dengan pertumbuhan penduduk, 

semakin tinggi jumlah penduduk semakin tinggi permintaan akan barang konsumsi. Hal ini 

mengakibatkan peningkatan jumlah produksi yang berdampak pada perluasan usaha. 

Permintaan akan barang publik akan semakin banyak, ketika jumlah penduduk mengalami 

peningkatan. Hal ini menyebabkan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik dapat 

menyediakan secara optimal melalui jasa timbal balik dari masyarakat berupa pemungutan 

pajak.  

Semakin meningkat jumlah penduduk suatu daerah  berpengaruh terhadap jumlah 

penerimaan pajak daerah tersebut. Sehingga semakin tinggi jumlah penduduk berdampak 

pada peningkatan pendapatan daerah (Sukirno, 2003), (Asmuruf, 2015), (Adriani & 
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Handayani, 2017). Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi, terrefleksi pada tabel 

berikut: 

Tabel 4 

Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi berdasarkan Kecamatan Tahun 2013-2017 

(dalam jiwa) 

 

Sumber: bekasikab.bps.go.id, data diolah penulis, 2019 

Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh Efektivitas Pajak Restoran terhadap PAD 

Efektivitas pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap PAD (Astuti, 2019), 

(Widodo & Guritno, 2017), (Mentari & Rahayu, 2015), (Yanuar & Agoes, 2019), 

(Temaja & Suputra, 2014), (Setiawan & Gayatrie, 2018). Namun (Religia & Pratomo, 

2014), (Rochimah, Raharjo, & Oemar, 2015), (Azneda, 2017) menyatakan bahwa tidak 

terdapat pengaruh efektivitas pajak terhadap PAD. Berdasarkan inkonsistensi penelitian 

yang telah dipaparkan, didapat hipotesis sebagai berikut: 
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H1: Efektivitas pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah 

2. Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD 

Kontribusi pajak restoran berpengaruh negatif terhadap PAD (Astuti, 2019), sedangkan 

(Prameka, 2013) (Wulandari & Iryanie, 2016 ), (Azneda, 2017), berpendapat sebaliknya 

yaitu pajak restoran memiliki pengaruh positif. Perbedaan hasil penelitia menjadi dasar 

hipotesis: 

H2: Kontribusi Pajak Restoran berpengaruh  terhadap PAD 

3. Pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD 

(Santosa & Rahayu, 2005), (Asmuruf, 2015), (Gitaningtyas & Kurrohman, 2014) jumlah 

penduduk berpengaruh terhadap PAD. Namun penelitian (Adriani & Handayani, 2017), 

(Prana, 2019) membuktikan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap 

PAD.Maka hipotesis sebagai berikut: 

H3: Jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD 

4. Jumlah Penduduk sebagai variabel moderasi antara efektivitas pajak restoran terhadap 

PAD. 

Dasar penetuan hipotesis ini adalah kecenderungan peningkatan jumlah penduduk dapat 

memperkuat pengaruh efektivitas pajak restoran dan kontribusi pajak terhadap PAD, 

dengan hipotesis: 

H4: Jumlah Penduduk memperkuat pengaruh efektivitas pajak restoran terhadap PAD 

H5: Jumlah Penduduk memperkuat pengaruh kontribusi pajak restoran terhadap PAD 

Kerangka Konsep Penelitian 

Gambar 1 

Kerangka Konsep 
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif, data yang digunakan adalah target 

penerimaan dan realisasi penerimaan pajak restoran yang terdapat di Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2013-2017. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan Non Probability Sampling. Menurut (Sugiyono, 2014) non probability 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang menjadikan seluruh populasi 

menjadi sampel penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Efektivitas Pajak Restoran 

Data Pajak Restoran Kabupaten Bekasi, dan perhitungan efektivitasnya sebagai berikut: 

Tabel 5 

Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Bekasi 2013-2017 

 

Berdasarkan pembahasan pada tabel 4, didapat hasil bahwa pajak restoran Kabuparen 

Bekasi berjalan sangat efektif. Dimana setiap tahunnya memiliki nilai diatas 100% yang 

menunjukkan kondisi sangat efektif. Hal ini disebabkan oleh realisasi pajak restoran lebih 

tinggi dibandingkan dengan target yang ingin dicapai. Artinya pemerintah daerah kabupaten 

bekasi telah melakukan kinerja di bidang pajak restoran dengan sangat efektif. Rerata 

efektivitas pajak restoran sebesar 119,50%, dengan rata-rata setiap tahun mengalami 

kenailan. Hasil analisis sejalan dengan riset (Mentari & Rahayu, 2015), (Widodo & Guritno, 

2017), (Rochimah, Raharjo, & Oemar, 2015). 
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Hasil Analisis Kontribusi Pajak Restoran 

Tabel 6 

Data Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Bekasi Tahun 2012 – 2018 

 
Sumber : BPS.go.id dan Bappeda, data diolah, 2019 

Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Bekasi selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata 

sebesar 4,43% dengan penilaian sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

meskipun pajak restoran dinilai sangat efektif setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan riset 

(Pangarepan, Karamoy, & Alexander, 2018), (Setiawan & Gayatrie, 2018), (Azneda, 2017). 

 

Hasil Uji t (Parsial) 

Tabel 7 

Hasil Uji t (parsial) 

 
Sumber: Outpt SPSS22, data diolah 2019 

 

Berdasarkan tabel 7, maka dapat dijelaskan bahwa: (1) Efektivitas pajak restoran berpengaruh 

terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai sig 0,000 < 0,05, hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis 1 diterima;  (2) Kontribusi pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli 

daerah dengan nilai sig 0,000 < 0,05, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 diterima;  (3) 

Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai sig 0,907 > 

0,05, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 ditolak. 
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Hasil Uji Moderasi, Jumlah Penduduk sebagai moderator antara Efektivitas Pajak 

Restoran Terhadap PAD 

Tabel 8 

Hasil Uji Moderasi 1 

 
Sumber: Outpt SPSS22, data diolah 2019 

 

Berdasarkan hasil uji moderasi pada tabel 8, dapat dijelaskan bahwa: 

a. Tidak ada Pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD begitu pula interaksi EPR*JP pada 

output ke dua tidak signifikan dengan nilai 0,474 > 0,05. 

b. Nilai signifikan atas Jumlah Penduduk (JP) sebesar 0,849 menunjukkan bahwa Jumlah 

Penduduk bukan merupakan variabel moderator antara efektivitas pajak restoran terhadap 

PAD. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 4 ditolak, yang berarti bahwa jumlah 

penduduk memperlemah pengaruh efektivitas pajak restoran terhadap PAD. 

Hasil Uji Moderasi, Jumlah Penduduk sebagai moderator antara Kontribusi Pajak 

Restoran Terhadap PAD 
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Tabel 9 

Hasil Uji Moderator 2 

 
Sumber: Output SPSS22, data diolah 2019 

 

Berdasarkan hasil uji moderasi pada tabel 9, dapat dijelaskan bahwa: 

a. Tidak ada Pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD begitu pula interaksi KPR*JP pada 

output ke dua tidak signifikan dengan nilai 0,776 > 0,05. 

b. Nilai signifikan atas Jumlah Penduduk (JP) sebesar 0,875 menunjukkan bahwa Jumlah 

Penduduk bukan merupakan variabel moderator antara kontribusi pajak  restoran terhadap 

PAD. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 5 ditolak, yang berarti bahwa jumlah 

penduduk memperlemah pengaruh kontribusi pajak restoran terhadap PAD. 

 

 

Hasil Uji Determinasi 

Tabel 10 

 
Sumber: Output SPSS22, data diolah 2019 

 

Dalam pengujian determinasi ditunjukkan bahwa nilai Adjusted R square sebesar 0,941, yang 

berarti bahwa pendapatan asli daerah bisa dijelaskan oleh variabel efektivitas pajak restoran, 
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kontribusi pajak restoran dan jumlah penduduk sebesar 94,1% sedangkan 5,9% dijelaskan 

oleh faktor lainnya. Nilai 0,941 mendekati angka 1 yang  berarti hubungan sangat kuat. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan melalui analisis dan uji hipotesis moderasi 

dapat disimpulkan bahwa:  

1. Hasil analisis efektivitas pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Bekasi menunjukkan 

bahwa pajak restoran memiliki nilai efektivitas sangat tinggi dengan nilai rata-rata 

sebesar 113,69% termasuk ke dalam kategori sangat efektif. Namun Kontribusi Pajak 

Restoran memiliki nilai rata-rata selama lima tahun sebesar 4,43% yang menunjukkan 

nilai sangat kurang artinya kontribusi pajak restoran terhadap PAD sangat kurang atau 

dapat dikatakan bahwa nilai kontribusi pajak restoran sangat rendah. 

2. Secara parsial efektivitas pajak restoran dan kontribusi pajak restoran berpengaruh 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun jumlah penduduk tidak memiliki 

pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

3. Jumlah penduduk bukan merupakan variabel moderasi baik antara efektivitas pajak 

restoran terhadap pendapatan asli daerah, maupun antara kontribusi pajak daerah terhadap 

pendapatan asli daerah. 
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